




A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah 
diIndonesia, pengembangan otonomi pada daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran 
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat 2 UUD Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah 
kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah daerah memiliki 
kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk 
belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan 
kemampuan daerah yang tercantum di dalam anggaran daerah. 
Pemberian otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah dengan adanya kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola 
dan merencanakan anggaran keuanganmya secara mandiri untuk kemajuan 
daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah 
untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk 
pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk 
kepentingan publik. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan 
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publik yang memadai disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih 
tinggi. 
Belanja modal dapat meningkatkan pelayanan publik dan menunjang 
kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
suatu daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah 
(pemda)agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 
persen.Persentase tersebut bahkan lebih tinggi dua persen daripada target 
untuk 2013 yaitu 28 persen. namun masih banyak pemda yang merasa 
kesulitanuntuk mencapai target tersebut (Ditjen Keuangan Daerah 
Kemendagri:2013). 
Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 
daerah yaitu dengan meningkatkan belanja modal dan fasilitas publik serta 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Setiap daerah mempunyai 
kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai belanja daerahnya. 
Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan 
daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini dengan cara 
mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 
Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang – Undang 
(UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa 
melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat 
dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh 
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Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi 
dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.   
Berlakunya otonomi daerah sendiri diharapkan dapat memiliki hak, 
wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat. Dengan memberikan wewenang untuk mengembangkan potensi 
sumber daya yang di miliki suatu daerah secara efektif dan efisien dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat .  
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas 
desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah 
daerah untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola Sumber Daya 
Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 
Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Heliyanto dan Nur ,2016). 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 
Heliyanto dan Nur (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pada 
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis mengganti satu 
variabel yaitu dari Dana Bagi Hasil dengan Derajat Desentralisasi dan 
menambah satu variabel baru yaitu Ketergantungan Keuangan, penelitian ini 
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dilakukan di Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2014-
2016.  
Sumatera Selatan sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia yang melimpah, diharapkan pengelolaan 
keuangan menjadi perhatian yang penting dalam memaksimalkan sumber daya 
serta potensi keuangan yang ada. Kondisi yang terjadi  dalam realisasi 
penyerapan APBN untuk belanja modal di Sumatera Selatan tercatat baru 4% 
dari pagu senilai Rp. 3,01 pada triwulan II/2015 dalam media Bisnis.com. 
Menurut Setyawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) 
Kanwil Kementerian Keuangan Sumsel, belanja modal merupakan hal penting 
bagi daerah, karena komponen tersebut memiliki peran penting untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi  daerah 
dapat diakselerasi dengan belanja modal dan barang. 
Peranan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawabkan terhadap masyarakat 
serta penilaian kinerja keuangan pada pemerintahan. Salah satu diantaranya 
dalam kebijakan belanja modal yang dilakukan pada satu periode sebagai 
cerminan dalam peningkatan fasilitas, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti 
mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus,Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan 
Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten atau Kota Sumatera 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penelitian ini 
merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? 
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 
Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? 
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 
Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? 
4. Apakah terdapat pengaruh Derajat Desentralisai terhadap Belanja Modal 
pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan? 
5. Apakah terdapat pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap Belanja 
Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
Belanja Modal. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 
Belanja Modal. 
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umun (DAU) terhadap 
Belanja Modal. 




5. Untuk menganalisis pengaruh Ketrgantungan Keuangan terhadap 
Belanja Modal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis dan  
kegunaan teoritis bagi pihak terkait, yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan dapat memberikan bukti empiris, tambahan informasi dan 
wawasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dana alokasi khusus, ketergantungan keuangan dan derajat 
desentralisasi pada belanja modal dan menambah daftar pustaka 
dilingkungan akademis. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan-masukan., 
sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai pendapatan 
asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, ketergantungan 
keuangan dan derajat desentralisasi dan belanja modal agar dapat 
menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak pemerintah 








E. Sistematika Penulisan 
Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika penulisan yang baik, benar, 
teratur, dan terperinci. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I adalah pendahuluan. Bab ini memuat uraian latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan definisi, 
anggaran daerah, otonomi daerah, PAD, DAK, DAU, derajat desentralisasi, dan 
ketergantungan keuangan, belanja modal, tinjauan terhadap penelitian-
penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis.  
BAB III merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan populasi 
dan sampel, data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, metode 
pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode 
analisis data. 
BAB IV merupakan analisis data. Bab ini menguraikan analisis data, 
temuan empiris yang diperoleh penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan 
pembahasan hasil analisis data. 
BAB V adalah penutup.  Bab ini berisi simpulan, keterbatasan 
penelitian, dan saran-saran yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian 
sebelumnya. 
